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Peningkatan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di seluruh
lapisan masyarakat telah meningkatkan risiko kesehatan di Indonesia [1]. Seiring
dengan peningkatan signifikan angka obesitas dan diabetes selama dua dekade
terakhir, regulasi untuk menekan konsumsi MBDK masyarakat semakin urgen
diterapkan.

Banyak penelitian telah menunjukkan korelasi kuat antara konsumsi MBDK berlebihan
dan penyakit tidak menular (PTM), khususnya diabetes tipe 2 [2-5]. Selama 20 tahun
terakhir, konsumsi MBDK di Indonesia meningkat sampai 15 kali lipat [6,7]. Selain itu,
kajian Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menemukan bahwa 61%
penduduk Indonesia mengonsumsi MBDK sedikitnya satu kali sehari. Di tahun 2019,
tujuh dari sepuluh kematian di Indonesia disebabkan oleh PTM, dimana diabetes
menempati peringkat ketiga [9]. Dalam kurun tahun 2013-2018, prevalensi diabetes
tipe 2 di kalangan individu berusia 15 tahun ke atas meningkat dari 6,9% menjadi 8,5%
[8,10].

LATAR BELAKANG

Dari Tawar Menjadi Penawar:
Membedah Manfaat Cukai Minuman
Berpemanis dalam Kemasan dari Sisi
Kesehatan dan Ekonomi

Ringkasan Kebijakan

1

(1)

Minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) didefinisikan sebagai: 1) semua produk-produk minuman dalam
kemasan yang berpemanis, baik berpemanis gula maupun berpemanis lain; 2) semua produk-produk
minuman berpemanis dalam bentuk cair, konsentrat, maupun bubuk. Produk-produk tersebut dapat termasuk
dan tidak terbatas pada: minuman berkarbonasi, berenergi, sari buah kemasan, isotonik, herbal dan
bervitamin, susu berperisa, teh dan kopi kemasan, kental manis, dan sirup.
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Dampak kesehatan dan ekonomi dari cukai MBDK terhadap beban diabetes tipe 2
pada masa mendatang diestimasi menggunakan analisis pemodelan. Data Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 [8] dan elastisitas harga permintaan MBDK yang
dihitung secara spesifik menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021
[21] digunakan sebagai input utama dalam analisis pemodelan. Dampak cukai MBDK
yang meningkatkan harga penjualan sebesar 20% (secara rata-rata) terhadap angka
insidensi dan kematian diabetes tipe 2 pada kalangan dewasa (usia  20 tahun)
diproyeksikan untuk tahun 2024-2033, dengan mengasumsikan cukai tersebut
diberlakukan pada tahun 2024. Selanjutnya, pengurangan kerugian Disability-
Adjusted Life Years (DALYs)    dan penghematan beban ekonomi akibat diabetes tipe
2 dihitung dengan membandingkan hasil proyeksi skenario diberlakukannya cukai
dengan hasil proyeksi status quo (tidak diberlakukannya cukai).

METODE

Banyak studi telah menunjukkan bahwa cukai MBDK adalah kebijakan yang efektif
dalam mengurangi konsumsi masyarakat serta berpotensi dapat mengurangi beban
PTM dan kematian dini [11-15]. Secara global, cukai MBDK telah diterapkan di lebih dari
100 negara [16]. Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia telah merencanakan penerapan cukai MBDK sejak tahun 2016 [17]. Namun,
hingga Maret 2024, kebijakan tersebut masih belum diterapkan. Pada tahun 2023,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan bahwa penerapan cukai MBDK
ditunda dengan dalih pemulihan ekonomi domestik dan global pasca-pandemi, dan
persiapan rencana regulasi yang belum final [18]. Selain itu, Gabungan Produsen
Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyatakan bahwa cukai tersebut akan
berdampak buruk pada bisnis [19] dan mengklaim bahwa cukai MBDK bukanlah
kebijakan yang efektif [20]. Hal tersebut menimbulkan keraguan di kalangan
masyarakat terkait pentingnya penerapan cukai MBDK di Indonesia.

Ringkasan kebijakan ini menyajikan studi CISDI (2024) yang mengkaji dampak
kesehatan dan ekonomi dari cukai MBDK yang meningkatkan harga penjualan
produk-produk sebesar 20% terhadap beban penyakit diabetes tipe 2 di Indonesia
selama 10 tahun mendatang. Studi ini menekankan urgensi penerapan cukai MBDK di
Indonesia pada tahun 2024 untuk mengendalikan risiko kesehatan dan ekonomi yang
terus meningkat akibat konsumsi MBDK.
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DALYs, menunjukkan penjumlahan tahun hidup yang hilang akibat kematian dini dan tahun hidup dalam
disabilitas yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kondisi medis tertentu (dalam hal ini adalah diabetes
tipe 2) dalam suatu populasi.
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n Tanpa pemberlakuan cukai: 8.949.769 kasus baru diabetes tipe 2

dalam periode 10 tahun

Secara kumulatif mencegah
3.095.643 kasus baru diabetes tipe
2 dalam periode 10 tahun

Dengan pemberlakuan cukai (kenaikan harga jual 20%):
5.854.126 kasus baru diabetes tipe 2 dalam periode 10 tahun

Peningkatan harga jual produk-produk MBDK   sebesar 20% akibat pengenaan cukai
mengakibatkan penurunan berat badan yang selanjutnya diikuti oleh penurunan
indeks massa tubuh (IMT) pada level populasi. Penurunan IMT tersebut diprediksi
dapat mencegah 253.527 kasus berat badan berlebih dan 502.576 kasus obesitas
dalam setahun.

Cukai MBDK dapat berkontribusi dalam menurunkan kasus berat badan berlebih
(overweight) dan obesitas

Tanpa pemberlakuan cukai, penambahan kasus baru (insidensi) diabetes tipe 2 di
Indonesia diproyeksikan terus meningkat setiap tahun dan secara kumulatif
mencapai 8,9 juta kasus baru pada tahun 2033 (Gambar 1). Pemberlakuan cukai yang
meningkatkan harga jual produk-produk MBDK sebesar 20% diproyeksikan mampu
menurunkan kasus baru diabetes tipe 2 setiap tahun dan secara kumulatif mencegah
3,1 juta kasus baru diabetes tipe 2 pada tahun 2033.

Lebih dari 3 juta kasus baru diabetes tipe 2 dapat dicegah

3

Gambar 1: Estimasi jumlah kasus baru (insidensi) diabetes tipe 2 periode 2024-
2033 (tanpa pemberlakuan cukai versus pemberlakuan cukai)

Sumber: CISDI (2024)

(3)

Produk-produk MBDK dalam studi hanya mencakup kategori produk-produk yang disurvei dalam Riskesdas
2018: (1) minuman manis, (2) soft drink dan minuman berkarbonasi, dan (3) minuman energi
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Sumber: CISDI (2024)

Pemberlakuan cukai yang meningkatkan harga jual produk-produk MBDK sebesar
20% selama 10 tahun dapat mengurangi 268.080 DALYs melalui pengendalian atas
kasus dan angka kematian akibat diabetes tipe 2. Hal ini menunjukkan pemberlakuan
cukai dapat mengurangi potensi kerugian produktivitas negara yang disebabkan oleh
tahun hidup yang hilang akibat disabilitas dan kematian dini. Selain itu, pemerintah
Indonesia dapat menghemat hingga Rp. 40,6 triliun, yaitu potensi pengurangan
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh diabetes tipe 2.

Cukai MBDK akan menguntungkan secara ekonomi
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Tanpa pemberlakuan cukai, angka kematian akibat diabetes tipe 2 diproyeksikan
terus bertambah setiap tahun pada tahun 2024-2033 dan secara kumulatif mencapai
1,4 juta jiwa pada tahun 2033. Pemberlakuan cukai yang meningkatkan harga jual
produk-produk MBDK sebesar 20% dapat menurunkan angka kematian per tahun
akibat diabetes tipe 2 secara signifikan. Selanjutnya, pemberlakuan cukai MBDK dapat
secara kumulatif menyelamatkan 455.310 jiwa pada tahun 2033 (Gambar 2).

Cukai MBDK dapat menurunkan angka kematian akibat diabetes tipe 2
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Secara kumulatif mencegah
455.310 kematian dalam
periode 10 tahun

cisdi.org

Tanpa pemberlakuan cukai Pemberlakuan cukai - kenaikan harga jual 20%

Gambar 2: Estimasi jumlah kematian akibat diabetes tipe 2 periode 2024-
2033 (tanpa pemberlakuan cukai versus pemberlakuan cukai)

Estimasi jumlah kematian akibat diabetes tipe 2 pada tahun 2024-2033

Tanpa pemberlakuan cukai: 1.393.417 kematian
dalam periode 10 tahun

Dengan pemberlakuan cukai (kenaikan harga jual 20%):
938.107 kematian dalam periode 10 tahun

Tahun
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Kebijakan ini tidak hanya terbukti efektif untuk mengurangi konsumsi masyarakat
[14], tetapi juga berdampak positif dalam mengurangi beban PTM seperti diabetes
tipe 2. Tanpa penerapan kebijakan cukai MBDK pada tahun 2024, angka kematian
akibat diabetes tipe 2 diperkirakan mencapai 1.393.417 jiwa pada tahun 2033. Angka
ini dapat diturunkan secara signifikan dengan penerapan cukai MBDK, yang
diperkirakan dapat menyelamatkan hingga 455.310 jiwa. 

Selain itu, kebijakan ini dapat berkontribusi untuk mendukung Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) “Indonesia Emas 2045” lewat
“pengendalian produksi, konsumsi, dan peredaran produk yang memberikan
dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat” untuk mewujudkan misi
“kesehatan untuk semua” pada tahun 2045 [22]. Kebijakan cukai MBDK juga dapat
berkontribusi untuk pencapaian Sustainable Development Goals nomor tiga
(Kehidupan Sehat dan Sejahtera), yang bertujuan untuk mengurangi kematian dini
akibat PTM sampai sepertiga pada tahun 2030 [23].

REKOMENDASI KEBIJAKAN
Pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan cukai MBDK yang
meningkatkan harga jual produk-produk MBDK di pasaran sebesar minimal 20%

Pemerintah seharusnya tidak hanya bergantung pada pemberian edukasi dan
promosi kesehatan tentang bahaya konsumsi gula berlebih, tetapi juga harus
berfokus kepada menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat, salah satunya
dengan menerapkan cukai MBDK. World Health Organization (WHO) menyatakan
bahwa cukai MBDK adalah instrumen kebijakan efektif untuk menurunkan
keterjangkauan produk-produk MBDK dan mengurangi konsumsinya [15].

Pemerintah hendaknya tidak bergantung pada edukasi dan promosi kesehatan

Selain dapat membantu negara untuk menghemat biaya akibat diabetes tipe 2
sebesar Rp. 40,6 triliun, cukai MBDK juga dapat menjadi sumber baru pemasukan
negara [21,24], memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk lebih banyak
berinvestasi di program untuk masyarakat, seperti subsidi makanan sehat,
pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia [25].
Namun, dalam praktik baiknya, pemasukan dari cukai MBDK seharusnya
dialokasikan untuk mendanai program/fasilitas kesehatan masyarakat [26],
terutama untuk kelompok masyarakat rentan. Hal ini juga akan menguatkan
dukungan masyarakat terhadap cukai MBDK [27]. Oleh karena itu, kami
merekomendasikan pemerintah untuk mengalokasikan pendapatan dari cukai
MBDK untuk membiayai program/fasilitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Pendapatan dari cukai sebaiknya dialokasikan untuk membiayai
program/fasilitas kesehatan masyarakat

1

2

3
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Lingkungan pangan di Indonesia cenderung semakin obesogenik [1]. Selain
kebijakan cukai MBDK, kebijakan lain seperti pencantuman label gizi di depan
kemasan (front-of-package labeling/FOPL) dan pembatasan periklanan produk-
produk tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), akan membantu konsumen untuk
secara bijak memilih produk-produk pangan yang lebih sehat [28,29]. Kebijakan-
kebijakan ini dapat memastikan terciptanya lingkungan pangan sehat yang
bermakna dan berkelanjutan di Indonesia [30].

Pemerintah harus menerapkan kebijakan-kebijakan lain yang dapat
mendukung masyarakat untuk memilih pangan yang lebih sehat.4

Komitmen ini harus diwujudkan dengan mengimplementasi serangkaian kebijakan
komprehensif yang bersifat wajib, seperti cukai MBDK, pelabelan gizi depan kemasan,
pembatasan iklan, dan kebijakan-kebijakan lain yang memprioritaskan kesehatan
masyarakat dan investasi jangka panjang sumber daya manusia. Beberapa tahun
mendatang akan menjadi periode penting bagi pemerintah untuk menerapkan
kebijakan-kebijakan yang kuat untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN
Penurunan angka obesitas dan diabetes yang efektif di Indonesia membutuhkan
aksi nyata dan komitmen politik yang kuat.
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